
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMORT TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR PEMEzuNTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

l.

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun
Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakht dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Jawa
Barat Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

bahwa berdasarkan evaluasi terhadap penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta adanya
perubahan susunan dan kedudukan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Provinsi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
2O Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 terrtang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
93, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4O1O);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabittas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viru.s
Disea.se 2O19 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 847, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tenta ng Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Viru.s Disea.se 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 847, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Itmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(ttembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4488);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
s6!agaim614 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor
25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (trembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor I Tahluyr 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2O22, Tarr.bahan lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
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Menetapkan

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2O16
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Profisi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
tahun 2O16 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Ta}run 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Alruaf Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat ta.hun 2O22 Nomor 2l;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN BAGAN AKUN
STANDAR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

5. Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi kewenangan Daerah kovinsi.

7. Satuan Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perrangkat daerah pada Pemerintah
Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan
daerah.

8. Satuan Keg'a PengeloLa Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan
pemerintahan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi
yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
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9. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang
melaksanakan program dan/atau kegiatan.

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifftasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian l,aporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik
dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

12. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transalsi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman
dalam pelaksanaan anggaftm dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi.

13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

14. Basis Akrud adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

15. Keuangan Daerah ada-lah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

16. Pengelolaan Keuangan Daera-h adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencan:urn, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Gubernur selaku Kepala Daerah yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengeloLaan keuangan Daerah.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yurng mempunyai tugas meLaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

2O. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
Bendahara Umum Daerah.

G.
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21. Badan Layalan Umum Daerah yang sel,anjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/ badaa daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanalan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

24. Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan yalrry selanjutnya
disingkat PPTK adatah pejabat pada unit kerja PD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

25. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang meLaksanakan fungsi
tata usaha keuangan.

26. Penggguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik Daerah.

27.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah.

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur
untuk menampung seluruh penerinuan Daerah dan
membiayai seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang
ditunjuk.

29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
perangkat daerah.

30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.

31. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah Pemerintah Daerah Provinsi.

32. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah Pemerintah Daerah hovinsi.

33. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Provinsi
yang diakui sebagai penambah nil,ai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.
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34. Pendapatan-LRA adalah Penerimaan oleh Bendahara
Umum Negara,/ Bendahara Umum Daerah atau entitas
Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran kbih
dalam periode tahun anggaran berkenaan yang menjadi
hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah.

35. Betanja adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berkenaan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah.

36. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja daerah.

37. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang arfizra
Pendapatan Daerah dan Belanja daerah.

38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

39. Pinjaman Daerah adal,ah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah Provinsi menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingqa Daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

40. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
ketentuan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun
Emggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya, yang dituangkan dalam prakiraan maju.

41. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan,
guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan
yang telah disetujui dan menjadi dasar penl'usunan
anggar€rn tahun berikutnya.

42. Kirrc4a adalah keluaran atau hasil dari program dan/atau
kegiatan, yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

43. Penganggaran Terpadu adalah penJrusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis belanja, guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
elisiensi alokasi dana.

44. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan daerah di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan Daerah Provinsi.
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45. Program adalah bentuk instrument kebljakan yang berisi I
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

46. Kegiatan adalah bagan dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personel atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semuajenis sumber daya tersebut, 56lagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

47. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran serta tujuan Program dan kebijakan.

48. Hasil addah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)
Program.

49. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yalg diharapkan dari suatu Kegiatan.

50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

51. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.

52. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan
Perangkat Daerah *rla ar:,ggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna
Anggaran.

54. Surat Ketetapan P4jak yang selanjutnya disingkat SKP
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak.

55. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi.

56. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut STS Pajak adalah surat yang oleh Wqiib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaral atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
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57. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disebut STS Retribusi adalah surat yang oleh Wajib Pajak
diguna-kan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

58. Iaporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anqgarannya dalam satu periode.

59. Sisa kbih Pembiayaan Anggaran / Sisa Kurang Pembiayaan
Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode pelaporan.

60. Saldo Anggaran lebih yang selanjutnya disingkat SAL
adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu
dan tahun anggaran berkenaan seteLah ditutup,
ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

61. l.aporan Perubahan Saldo Anggaran kbih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

62. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset' utang,
dan ekuitas pada tanggal tertentu.

63. laporan Operasional yang selanjutnya disingkat l,O adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defrsit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiaannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.

64. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akunta.nsi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

65. taporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyqjikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dali ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

66. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, l,o, LPE, Neraca dan
LAK dalam rangka pengung!<apan yang memadai.

67. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adatah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.
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68. Sistem Akuntansi adalah proses pengumpulan data atas
transaksi dan kejadian keuangan, pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta
penyajian laporan.

69. Bagan Akun Standar adalah grup klasifikasi akun
berdasarkan klasilikasi fungsi, organisasi, dan ekonomi
yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB II

RUANG LINGKI.JP

Pasal 2

SAPD terdiri atas sistem spesifik yang dipilih Pemerintah
Daerah Provinsi datam memproses pengumpulan data
transaksi keuangan sampai dengan pen5rusun:rn dan penyajian
laporan keuangan.

Pasal 3

SAPD memuat:

a. sistem pencatatan sampai dengan tahap penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum tingkat SKPD; dan

b. sistem pencatatan sarnpai dengan tahap penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum tingkat SKPKD.

BAB III

ISI DAN URAIAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

(1) SAPD meliputi:

a. Sistem Akuntansi SKPD;

b. Sistem Akuntansi SKPKD; dan

c. BAS.

(2) Isi dan uraian SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

dt

Pasal 4

BAS meliputi kodefikasi akun yang digunakan dalam
pencatatan transaksi pada laporan keuangan.
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BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Bagan
Akun Standar mulai berlaku mulai tahun angg;aran 2O22.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2O14
tentang Sistem Akuntansi Pemerintatran dan Bagan Akun
Standar di Linglungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah hovinsi Jawa Barat Tahun 20184 Nomor 37
Seri E);

b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 116 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 116 Seri E); dan

s. selagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 48),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ct
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Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 'l'l Jaauarl fi22

RJAWA BARAT,Iy'

zuDWAN KAMIIIX-

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Jal,I'l3'I ,o22

S DAERAH PROVINSI

A BARAT,
o

o
4J

IS
UJ

=e
*

WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 
'

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,
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